BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil yang telah dikemukakan pada BAB V sebelumnya,

maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Preferensi Para Elite

Dalam formulasi kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal, para elite di tingkat
Kabupaten telah menunjukkan preferensi mereka dalam memilih dan menentukan
altenatif bagi persoalan yang dialami masyarakat di wilayah Kecamatan Cibal
sesuai dengan pandangan mereka. Hal tersebut dapat dilihat pada
implikasi/keterlibat dari semua kelompok elite dalam proses formulasi/penetapan
kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal dalam Forum OPD, dengan
menggunakan berbagai pertimbangan untuk memutuskan kebijakan hasil
Musrenbang Kecamatan Cibal. Namun kebijakan yang telah dibuat para elite tidak
sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, karena masih ada masyarakat yang
mempersoalkan usulan mereka yang tidak ditindak lanjuti. Dalam hal ini kelompok
elite hanya mengutamakan usulan dari desa-desa dalam wilayah Kecamatan Cibal
yang secara dominan telah memilih mereka menjadi pemimpin. Selain itu,
kelompok elite tersebut juga melakukan kunjungan kerja terhadap wilayah-wilayah
dalam Kecamatan Cibal yang usulannya belum terjawab, dengan tujuan untuk
menarik simpati dan kepercayaan masyarakat agar mempertahankan kedudukan
mereka sebagai kelompok penguasa dengan memberikan janji terhadap masyarakat

bahwa untuk tahun berikutnya kendala yang dihadapi masyarakat akan segera



teratasi. Akan tetapi sampai dengan saat ini, 40 usulan hasil Musrenbang

Kecamatan Cibal tersebut belum ditindak lanjuti.

. Adanya Administrator Publik Sebagai Mediator Kebijakan

Dalam formulasi kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal, yang menjadi
mediator kebijakan/penyalur informasi mengenai program-program pembangunan
yang akan dijalankan di wilayah Kecamatan Cibal terhadap masyarakat adalah
pejabat pemerintah Kecamatan Cibal. Hal tersebut dapat dilihat dari peran yang
dijalankan pejabat pemerintah Kecamatan Cibal dalam menyalurkan informasi
berupa sebaran proyek pembangunan yang telah ditetapkan para elite di tingkat
Kabupaten kepadamasyarakat melalui setiap Kepala Desa/Kelurahan dan melalui
papan informasi yang berisi proyek pembangunan di wilayah Kecamatan Cibal.
Selain itu juga, para pejabat pemerintah Kecamatan Cibal telah memahami dengan
baik tujuan dan sasaran dari kebijakan yang telah dibuat. Dengan begitu, maka para
pejabat pemerintah Kecamatan dapat membantu memberikan pemahaman kepada

masyarakat yang masih kurang paham dengan kebijakan yang telah dibuat.

Kebijakan Publik Tidak Menggambarkan Kepentingan Publik

Dalam formulasi kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal, kebijakan yang
dihasilkan seharusnya dapat mengatasi segala bentuk keluhan masyarakat yang
disampaikan melalui Musrenbang Kecamatan Cibal. Akan tetapi kebijakan yang
dihasilkan sama sekali belum menggambarkan kepentingan publik/masyarakat

banyak. Hal ini terbukti dari tanggapan masyarakat pada beberapa bidang meliputi:

1) Bidang pendidikan, yang mengusulkan penambahan ruangan kelas pada SDI
Rado dan pembangunan jamban/toilet pada SMPN 3 Cibal. Namun hingga saat

ini kedua usulan tersebut belum terjawab. Meskipun kelompok elite telah



2)

melakukan kunjungan kerja secara langsung, tetapi tidak membawa perubahan
sama sekali. Hal ini memberikan dampak yang kurang baik yaitu, siswa-siswi
SDI Rado harus melakukan kegiatan belajar-mengajar menggunakan jadwal
yang telah ditentukan oleh tenaga pendidik mereka yaitu, sebagian mengikuti
kegiatan belajar-mengajar di pagi hari dan sebagian lagi di sore hari. Sedangkan
siswa-siswi beserta tenaga pendidik mereka pada SMPN 3 Cibal harus
meminjam toilet pada rumah masyarakat sekitar sekolah, saat hendak buang air
kecil/besar, dan bahkan tidak sedikit jumlah dari siswa-siswi yang sering buang
air kecil disembarang tempat meski telah ditegur. Maka dari itu, kedua pihak ini
sangat mengharapkan para elite di tingkat Kabupaten dapat memperhatikan
usulan mereka dan segera mencairkan solusinya.

Bidang kesehatan, yaitu Puskesmas Pagal yang mengusulkan pembangunan
ruangan bersalin serta ruang nifas, dan Puskesmas Beamese yang mengusulkan
pengadaan kendaraan kesehatan/ambulance. Sampai saat ini juga kedua usulan
dari bidang kesehatan ini belum diperhatikan dan terjawab. Hal ini memberikan
dampak yang buruk sekali, yaitu Puskesmas Pagal tidak dapat memberikan
pelayanan kepada ibu-ibu yang hendak bersalin dan dengan terpaksa harus
mengambil tindakan untuk merujuk pasien ke RSUD Ben Mboi Ruteng
menggunakan ambulance dengan menempuh jarak 22 km.Kemudian pada
Puskesmas Beamese sangat kewalahan dalam hal emergency, yaitu saat ada
pasien gawar darurat yang harus segera dirujuk, petugas kesehatan harus terlebih
dahulu mencari kendaraan umum atau bahkan meminjam kendaraan pribadi
masyarakat sekitar Puskesmas untuk merujuk pasien gawat darurat tersebut
menuju RSUD Ben Mboi Ruteng dengan menempuh jarak 31 km. Kedua pihak

dari bidang kesehatan ini sangat mengharapkan, agar pihak Kabupaten yang



memiliki  kewenangan untuk merealisasikan usulan mereka segera
memperhatikan hal kemudian memenuhi apa yang mereka butuhkan untuk
mendukung kesehatan dan keselamatan orang banyak.

3) Bidang pertanian, yaitu kelompok tani yang mengusulkan rehabilitasi jalan
usaha tani/jalan pertanian, untuk mempermudah transportasi mereka menuju
lahan pertanian dan untuk memperlancar mobilisasi mulai dari pengangkutan
peratalan pertanian, bibit, pupuk serta hasil panen mereka. Akan tetapi usulan
mereka sama sekali belum mendapatkan jawaban. Hal ini memberikan dampak
yang buruk pada kelompok tani, yaitu mereka harus membuang tenaga ekstra
tiap harinya untuk berjalan kaki menuju lokasi persawahan dan terjadi kenaikan
harga dalam proses penngangkutan hasil panen dari Rp.250.000 menjadi
Rp.300.000. Pemilik kendaraan angkut hasil panen memberikan alasan kondisi
jalan yang rusak membuat onderdil kendaraan banyak yang rusak, sehingga

biayanya dinaikan.

Selain itu, masyarakat pada masing-masing bidang diatas juga mengeluhkan hal
yang sama yaitu pembangunan setiap tahunnya hanya memprioritaskan usulan yang
berkaitan dengan infrastruktur jalan saja. Pada kenyataannya, masalah
pembangunan di wilayahh Kecamatan Cibal bukan hanya soal infrastruktur jalan
saja tetapi berkaitan dengan bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan masih

banyak lagi yang selama ini diabaikan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas,

maka beberapa saran dan masukan yang diberikan dengan tujuan membangun dan



memperbaiki formulasi kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal kedepannya,

meliputi :

1)

2)

3)

Dalam proses perumusan kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal, para elite
harus lebih meningkatkan lagi kemampuan dalam memahami permasalahan yang
ada dalam masyarakat dengan sebaik mungkin, agar semua usulan yang benar-
benar bersifat urgensi itulah yang diutamakan untuk segera ditindak lanjuti.
Kemudian kelompok elite harus bersikap secara adil dalam merealisasikan usulan-
usulan semua masyarakat Kecamatan Cibal, dalam hal ini jangan hanya
mengutamakan usulan dari wilayah-wilayah yang secara dominan saja telah
memilih mereka menjadi pemimpin, tetapi harus memperhatikan usulan dari semua
wilayah yang ada dalam Kecamatan Cibal.

Para elite harus memperhatikan secara keseluruhan semua usulan masyarakat yang
ada dari berbagai bidang, dan tidak hanya terfokus pada satu masalah saja yaitu
tentang infrastruktur jalan untuk menghindari terjadinya kesenjangan.

Segala usulan yang bersifat urgensi yang belum disepakati pada tahun sebelumnya
akibat kendala pada anggaran, harus diprioritaskan dan segera dijalankan pada
pembangunan tahun berikutnya agar masyarakat tidak merasa kewalahan lagi untuk

mengusulkannya secara berulang kali.
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PENJELASAN UMUM

1. Penelitian ini semata-mata bertujuan ilmiah berkaitan dengan tugas akhir.

2. Semua jawaban responden menyangkut masalah dalam penelitian ini
dijamin kerahasiaannya dan tidak dipublikasikan kepada khalayak atau

pihak manapun.

3. Mohon kesediaan bapak/ibu/saudara/i untuk menjawan pertanyaan yang
diajukan secara jujur dan benar.

4. Atas kesediaan dari bapak/ibu/saudara/i yang telah meluangkan waktu,
tenaga dan pikirannya peneliti mengucapkan limpah terimakasih.

1. IDENTITAS RESPONDEN
Nama:
Jenis Kelamin:
Umur:
Pendidikan :
Pekerjaan:
Jabatan :
Alamat :

IIl. DAFTAR PERTANYAAN
1. PreferensiPara Elit
1) Bagaimana bentuk implikasi/keterlibatan Bapak/Ibu dalam prosesformulasi

kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai ?



2)

3)

4)

5)

Apakah saja yang menjadi pertimbangan Bapak/lIbu dalam menetapkan
kebijakan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai?
Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan yang telah ditetapkan dapat
mengatasi semua permasalahan riil ditengah masyarakat ?

Apakah terdapat kendala/hambatan dalam proses perumusan kebijakan hasil
Musrenbang Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai ?

Mengapa masih banyak daftar program usulan hasil Musrenbang Kecamatan

Cibal, Kabupaten Manggarai yang tidak diakomodir dan direalisasikan ?

2. Adanya Adminitrator Publik Sebagai Pengantar Kebijakan Publik

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjaditujuan dan sasaran dariprogram-
program pembangunan yang diusulkan dalam Musrenbangcam ?

Siapa saja yang berperan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang
dimuat dalam berita acara hasil Musrenbangcam menuju

tingkat Kabupaten?

Bagaimana proses/mekanisme yang Bapak gunakan untuk
menyalurkan/menginformasikan program-program pembangunan yang akan
dijalankan maupun tidak dijalankan kepada masyarakat ?

Mengapa masih banyak daftarprogram usulan hasil MusrenbangKecamatan
Cibal, Kabupaten Manggarai yang tidak diakomodir dan direalisasikan ?
Apakah daftar program usulan hasil Musrenbang Kecamatan Cibal,
Kabupaten Manggarai yang belum direalisasi dapat menjadi program priotas
untuk pembangunan kedepannya ?

Apakah luaran (output) kebijakan telah sesuai dengan harapan masyarakat ?

3. Kebijakan Publik Tidak Menggambarkan Kepentingan Publik

1)

Menurut Bapak/lbu, apakah program-program pembangunanyang telah

diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai hasil



2)

3)

4)

dari perumusan kebijakan dapat mengatasi semua permasalah riil yang ada
di wilayah Kecamatan Cibal?

Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah kecamatan sudah transparan dalam
menyampaikan informasi terkait program-program pembangunan yang akan
dijalankan maupun yang tidak dijalankan berdasarkan hasil kebijakan yang
telah ditetapkan?

Apakah program-program pembangunan yang dijalankan di wilayah
Kecamatan Cibal sudah sesuai dengan program-program pembangunan
yang diusulkan saat Musrenbangcam berlangsung ?

Apa harapan dari Bapak/Ibu untuk pembangunan wilayah Kecamatan Cibal,

Kabupaten Manggarai untuk kedepannya ?



DOKUMENTASI PENELITIAN

Ket: Foto bersama Wakil Bupati Kabupaten Manggarai setelah proses interview.
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Ket:Foto bersama Ketua DPRD Kabupaten Manggarai setelah proses interview.




Ket: Foto bersama Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Manggarai setelah proses
interview.

Ket: Foto bersama Camat Cibal setelah proses interview.



Ket: Foto bersama Guru SDI Rado setelah proses interview.
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Ket: Foto bersama Ibu Bidan Puskesmas Pagal setelah proses interview.




Ket: Foto bersama Ibu Bidan Puskesmas Beamese setelah proses interview.

Ket: Foto bersama petani di Desa Nenu setelah proses interview.



Ket: Foto bersama petani di Desa Golo Ncuang setelah proses interview.



L’Gubetmw Nusa Tenggara Timur
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
-;g‘umnnwpmvinsim

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangks pelaksanaan Penulisan Skripsi Mahasiswa
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira
dengan judul :

“MODEL ELITE DALAM FORMULASI KEBIJAKAN  HASIL

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KECAMATAN CIBAL, KABUPATEN MANGGARAL" atas nama:

Nama . Natanael Laviser Ludi

Nomor Registrasi 142118 105

Prodi. - Administrasi Publik

Fakultas :llmu Sosial dan limu Politik
Universitas - Katolik Widya Mandira Kupang

Maka bersama ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di atas
dapat diizinkan untuk dapat melakukan penelitian di Kecamatan Cibal,

Kabupaten Manggarai.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama
Mphmmm W




 Yang bertanda tangan ol bawan in
‘Nama ¢ Drs Marsianus Jawa, M.Si

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada -

Nama :  Natanae! Laviser Ludi

NIM ;42118105

Jurusan/Prodi 3l Administrast Publik

Instansi/Lembaga mmwmnmmwmmwmaum

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut .

Judul Penelitian MODEL ELITE DALAM FORMULASI KEBIJAKAN HASIL MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KECAMATAN
GIBAL KABUPATEN MANGGARAI

Lokasi Penelitian - Kecamalan Cibal Kabupaten Manggaral

Waktu Pelaksanaan

a. Mulal ;13 April 2022

b. Berakhir . 09 Mer 2022

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai benkut |
{  Sebelum melakukan kegiatan peneiitian, terfebih dahutu melapurkan kedatangannya kepada
BupatiWalikota Cq. Kepala Kesbangpo/DPMPTSP setempat yang akan dijadikan obyek

penelitian:

2. Mematuhi kelentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/iokus penaiitian;

3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul
penelitian sebagaimana dimaksud diatas,

4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubemur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;

5 Surat Izin Penelitian dapat dibataikan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan

yarg berlaku.
Demikian lzin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..
Kupang, 05 April 2022

n, GubEmeriusa Tenggara Timur

Tombusan :

1, Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
:mmmjwwo%ww:

3. Gakretans Daoran Provingl Nusa @ Kupang (sebagal laporan);
4. Kopala Badan Kesbangoo! Provinel NTT di Kupang.



Kepada:

Nama : Natanael Laviser Ludi -

NIM ‘ 1 42118105

Pekerjaan : Mahasiswi B

Fakultas/ Prodi : Timu Sosial dan 1imu Politik/ Himu Administrasi Publik

Untuk melakukan penelitian di ; - N
(Musrenbang) Kecamatan Cibal Kabupaten Manggaral *

Lokasi ¢ Kecamatan Cibal, Kab. Manggarai

Lama Penelitian : 13 April 2022 s/d 06 Mel 2022

Dengan Ketentuan :

Selama melakukan kegiatan, yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan kegistan di b
Berbuat positf, tidak melakukan hal-hal yang menganggu KAMTIBMAS setempat;
Wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur NTT dan Bupati Manggaral;

Izin pereltian ini diberkan kepada yang bersangiutan untuk dipergunakan sabagaimana
bantusn sesual dengan ketentuan yang bertaky; LA
&ammsmwnnnmmmmmummmuunmnuaummumgﬁﬁ

e



tama Penelitian Terhitung mulai tanggal 13 April s.d 06 Mei 2022. ]

Dengan Ketentuan  :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuanlmgietanlnepwal(mlabmnwég

2. Selama melaksanakan kegiatan, tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang fain;

3. Berbuat positif, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu KAMTIBMAS setempat;

4. lzin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
dan diharapkan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah ataupun Swasta yang dihubungi agar dapat

memberikan bantuan sesual dengan ketentuan yang berlaku; e .
5. Setelah selesai penelitian, wajib melampirkan Surat Keterangan Selesal Penelitian dari Key |

Desa/Lurah dan Camat. '
Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan dan diharapkan agar pihak-pihak yang 1
mendapatkan tembusan surat inl memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan yang r
berlaku, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan i
perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya. ‘ ¥

I L)

NIP. 19740707 199311 1 001
Tembusan : dh. disampaikan kepada;
1. Bupati Manggarai di Ruteng;
2. Wakil Bupati Manggarai di Ruteng;
a Ketua DPRD Kabupaten Manggarai;



NP : 19810612 201001 1 029 -
Pangkat/Gol. :  PENATATK L s
Jabatan 0 SEKERTARIS CAMAT CIBAL
Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama ¢ NATANAEL LAVISER LUDI
NIM . 42118105
Jenis Kelamin Perempuan
Alamat :  Pagal, RT/RW: 005/002
Pekerjaan :  Mahasiswa

Fakuitas/Prod| :  limu Sosial dan limu Politik/limu Administrasi Publik
Universitas :  Katollk Widya Mandira Kupang

-—----- Telah Melaksanakan Kegiatan Penelitian

Lokasi ¢ Kantor Kecamatan Cibal
Lama Penelitian : 13 April s/d 06 Mei 2022
Judul Penelitian { “Model Elite Dalam Formulasi Kebijakan Hasil Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cibal Kabupaten Manggaral”.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Yos Sudarso Wo, 14, Kell Mbaumuky, Kec. Langke Rembong

SURAT KETERANGAN

SELESAI PENELITIAN
Nomor : S03/DPMPTSP/1461/SP/V/[2022

Memperhatikan Surat Keterangan Selesal Penelitian dari  Sekcam Cibal, Nomor : KcC.423.a/115/V/2022
tanggal 06 Mei 2022,

Maka dengan Inl menerangkan :

Nama : Natanael Laviser Ludi

Pekerjaan : Mahasiswi

NIM 1 42118105

Universitas : Universitas Katollk Widya Mandira Kupang
Alamat Universitas + JI. Jend. Achmad Yani No. 50-52 Kupang - NTT

Benar-benar telah menyelesalkan penelitian dengan judu! " Model Elite Dalam Formulasi Kebijakan
Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Cibal Kabupaten
Manggarai ", terhitung tanggal 13 April 2022 s/d 06 Mei 2022,

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagalmana mestinya.

Ruteng, 30 Mel 2022

Tembusan :

. Bupati Manggaral di Ruteng (sebagal laporan);
imnmﬁmm&Mummmmmmnmmmam

3, Yang Bersangkutan di Tempat.







